o

i
1
<

.emamn In mmsm_

Pendahuluan =

ETA geografi Indonesia yang terdiri
“dari beribu-ribu pulau dan perairan
“yang sangat: :tnas .merupakan ‘suatu
yang ‘umik “di-dunial Kondm demikian
merupakan kendala bagi “upaya -pemba-
ngunan ‘nasional maupun pertahanan ke
amanan. Namun -di lain pihak perairan In-
donesia sangat potensial keberadaannya, di
samping merupakan j_aiuf lintas. perekono-
mian maupun militer oleh bangsa-bangsa
lain,: juga mengandung sumbef__daya alam
vang besar. -Untuk mengatasi kendala di-
maksud, agar pembangunan nasional. ber-
jalan dengan lancar dan upaya pertahanan
keamanan senantiasa’ tangguh dalam me-
nanggulangi ancaman terhadap ‘kedaulatan
negara kesatuan Republik Indonesia, ‘perlu
adanya suatu sistem yang terpadu ‘dan kom-
pak.” Sistem terpadu - adalah ‘pengaturan

. Pueun Suh&_}sé B

Dari aspek kesejahteraan yaitu menuju
pembangunan nasional untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dansmakmur;:tidgk
jarang terjadi hambatan. Misalnya penye-
lundupan, :pencurian  ikan, kegiatan  eks-
plorasi maupun ekspioltasx sumber mmerai
di perairan Indonesza tanpa :21n perusa a:i
Emgi\ungan pera:ran Indonesia, dan lamnya
Dari. -aspek keamanan ancaman yang mung—
kin terjadx adalah mflitr&Sl maupun : subver51
vang. blsa datang dari negara luar, penetraﬂ
melalul _perairan. Indonesia, ataupun ke-
giatan yang s:fainya nIEngancam kedaulatan
negara kesatuan Repubhk Indonesia. Untuk
mendukung keberhasilan . menanggulangl
hambatan dari aspek l\esejahteraan maupun
keamanan, maka Sistem operasional yang
chsebut di atas perlu didukung suatu sistermn
pengawasan dan pengamanan peralran In—
donesia yang mantap. Tentu saja sistem
tersebut -akan melibatkan teknologi ‘maju
agar -kecepatan dan ketepatan dalam peng-
ambilan keputusan dapat terlaksana dengan
baik, namun-sebagai konsekuensinva adalah

operasional-secarg-kebersimisanyariy e
nyangkut ~kepentingan ‘beberapa ‘instansi,
dan kompak dapat terwujud dengan”dite-
‘rapkéannya suatu bentuk hukium vang tepat.
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“Mengingat fungsi lautan atau’ perairan
Indonesia vang sangat besar artinys bagi
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' pembangunan nasional dan sebaliknya kon-
disinya yang rawan, perlulah mendapatkan
perhatian serius  untuk = kelestarian dan
keamanannya. Apabila setiap kegtatan yang
‘melalui perairan dikelola. :

~ber daya yang ada dapat dlmanfaatka bag:

'pembangunan nasion

“sien serta optimal Dalam tul:san -ini- di

Jabarkan beberapa permasalaha :
~berkaitan langsung "dengan keglatan
instansi-instansi vang berwenang, kemudian
dibuat suatu analisis dengan tujuan manam-
pilkan satu
Data-data diperoleh dari hasil wawancara
langsung dengan pejabat instansi yang ber-
sangkutan di Pusat maupun Daerah, metode
analisis dilakukan melalui pendekatan
kesisteman,

Permasaiahan

Permasaiahan yamT akan dikajx adalah
keg tan mstaBSI instansi “yang salmg
tumpang—tmd:h yang dxsebabkan oleh belum
adanya peraturan perundang—undangan
secara terpadu Wafaupun dalam kenyataan
permasaiahan yang dlhadapi sefalu men-
cakup aspek Kkesejahteraan yang }uga dapat
mehbatkan aspek. keamanan nanti dalam
anallsm akan d:tun}ukkan keglatan pe-
nanganan yang terplsah Instans1—mstan51
yEng menjadl bahan kajaan adalah ‘Bea
Cukai,’ Im1gras1 Instans Kesatuan Pemaga
Laut dan Pantal (KPLP), Polisi Air darn
TNI- AL serta mstans: msianm pendukung
1amnya '

Menghadap: masalah ekonomi - dunia
yang: semakin berat, setiap negara secara
tidak -langsung dituniut agar senantiasa me-
ningkatkan mutu produktivitas di segala

ngan baik, sum-

alternatif penyelesaianiiya. ™

ANALISIS C81S, 1991-4

mana-mana dan tidak jarang pula ditemui
suatu bangsa dapat menimbulkan perma-
salahan pada negara bangsa lainnya. Contoh

yang berkaitan Iangsung dengan topik di sini

ristansi ‘Bea’ dan Cukai. Secara

-_kewﬂayahan bahwa kewenangan Itu tidak -

han; erbatas da darat saja namun jnga di
perairan, oleh sebab itu Instansi Bea dan
Cukai dalam melakukan pengawasan dan
pengamanan meningkat hingga pada
perairan lepas pantai. Di lain pihak tidak
hanya barang saja vang bergerak secara il
legal, manusia pun sering melakukannya
sebagai imigran gelap untuk mengambil
manfaat atau keuntungan tertentu. Instansi
Imigrasi seperti halnya Instansi Bea dan
Cukai melakukan hal vang sama . dengan
mengawasi dan mengamankan wilayahnya
sampai sejaul ke perairan kekuasaannya.

Padahal dalam satu jajaran tertentu
wilayah kekuasaan di perairan antara
mstans; mstans1 benkut adaiah sama, ya' :

KPLP yang bertugas mengawasn dan
.. mengamankan: paniai-maupun. perairan
demi keselamatan pelayaran juga memi.
oiki wilayah kekuasaan perajran. yang
. sama dengan Imigrasi dan Bea & Cukai.

2. Polisi Air yang bertigas mengawasi ‘dan

‘mengamankan perairan terhadap ke-
‘jadian “pencurian ‘ikan, pérompakan
“maupun bentuk tindak kriminal lainnya
" juga ‘memiliki wxlayah kekuasaan per-
" ‘airan vang sama.

3. TN! AL vyang datam hal ini mempunyal
tugas . dan - wewenang menegakkan .ke-
daulatan . negara . kesatuan Republik
indonesia,  dalam = masa damal tetap

- meningkatkan - kewaspadaan nasional

Sebagat—akibratnyaapabiie e
tangan tersebut tidak dapat diselesaikan
dengan baik, dalam arti masih terdapat
kepincangan, maka masalah akan timbul d¢i

I |
LR S

dcng,an _-::t:nandama. mcllgawab; dv__i_ll
mengamankan perairan terhadap segala
hentuk ancaman melalni perairan. Wi-

lavah kekuasaan perairan yang dimiliki
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Karena-setiap instansi. mempunyal tueas_
dan,* wenang masmg-masmg dengan
-_wxlayah kekuasaan perazran ‘yang “'sama,

1 : 1-'saiah satu Jajaran
'w;iayah
perairan menemukan satu: sasaran Sasaran
terscbut: setelah dldetekm ‘oleh ‘petugas
patroli*Instansi Beat & Cukaa dilakukan
1den11f1ka51 ‘dan: ‘ternyata memang sebuah
kapal asing mermuat: “barang-barang seluns
dupan,’maka Jangsung dilakukan pemro-
sesan.” Dalam + proses “dilibatkan’/instansi-
instansi yang lain yaitu Instansi Tmigrasi dan
Polisi i Air. :Oleh Instansi‘Bea dan: Cukai
dilakukan®: koordinasi® dengan‘instansi-
instansi tersebut.  Sementara “dilakukan
koordinasi, Instansi Jmigrasi maupun Polisi
AII‘ Juga meiakukan patroh masxng—masmn
di-wilayah yang sama hanya ‘saja ‘tidak
menemukan sasaran ‘tersebut. Keglatan
semacam m: menunjukkan bahwa secara na-
sional” penanganan ‘demikian ¥ 'merupakan
kegiatan™ yang’ tldak ‘efektif “dan efxs:en
{ keglatan yang salmg tumpah tmdlh}

+:Untuk .--_mcr_l_ghin_dan hal demlkian
Pemerintah pada tahun 1972 telah memben-
tuk suatu-badan atas dasar keputusan ber-
sama .. Menteri .
Menteri Keuangan ‘Menteri . Perhubungan,
Menteri- Kehakiman . serta- Jaksa Aguns,
yaitu. Badan Koordinasi Keamanan. Laut
(BAKORKAMLA). - Untuk .. melakukan
operasi pengawasan .dan .pengamanan. di
laut, BAKORKAMLA berada di bawah
Fomando Pusat-dari Panglima ABRI dan

oleh TNI AL 3uga sama dengan wilayah
asaa ---mstansx~1nstans di: atas dalam'

ertentu melakukan ‘operasi’ di

Pertahanan « Keamanan,.
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Polri, Bea:Cukai, - Imigrasi -dan: Kesatuan_":
Pen;aga Laut dan Pantal (KPLP) '

Karena mfat BAKORKAMLA lyang' ..
fungsmya hanya melakukan koordmasx saja; .
instansi-instansi yang termasuk -dalam i
keanggotaan BAKORKAMLA masih tetap
saja mengadakan operasi pengawasan danj.- :
pengamanan laut-secara sendiri-sendiris e
adaan ini mengakibatkan penyelengg araan
fungsi. BAKORKAMLA tidak dapat. ber-
jalan secara berdayaguna dan berhastguna
sehmgga dalam kenyataannya sering : d;—_'-
jumpai dua msiansx atau. bahkan Jlebih -
melakukan pengejaran secara bersamaan
terhadap sam sasaran. (hzmtmg oH. the same.
target). Tentu saja_ kE:jadaan ini sungguh
merugikan, karena di samping tidak efektif
dan efisien, tidak jarang memmbutkan per-

masalahkantersendiri “ antara’ instansi-
instaansi yang berwenang. A
Permasafahan d} sini menumukkan

betapa hompleksnva penanganan penga-
wasan dan pengamanan perairan Indonesia.
Di satu hal bentuk hukum yang d:ber}a};u—
kan belurn sempurna, di lain hal fasilitas dan
peralatan opérasional masih sangat terbatas..
Satu hat lagi, kasus yang muncul di perairan
lebih cenderung menjadi tantangan kegiatan
penegakan hukum dan melibatkan banvak
pihak vyang merasa . berhak untuk me-
“?Dgaﬁf- HE '

Analisis ¢

Yang “dimaksud dengan pendekatan
analisis kesisteman di sini adalah’ pemba-
hasan sistem dinamikanya vang terdiri atas
piranti lunak dan piranti keras, sedangkan
sistern statikanya terdiri atas sub-sistem pen-

il SO,

Komandn..Operasi.oleh. Banglima..Armads
Kawasan Barat dan Kawasan Timur.'Secara
operasional - BAKORKAMILA terdiri dari
gabungan unsur-unsur kekuatan TNI-AL,

kung--seperti--subemsistenr-—tinkenm—sah
sistem Logistik, ‘sub-sistern Komando dan
Kendali, sub-sistern Komunikasi, dan sub-'
sistem  Informasi tidak dilibatkan secara
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'dalam. ‘Piranti lungk' mengandunﬂ unsur
operasxonal ‘sedangkan® piranti® keras
mengandung unsur-unsur seperti Pesawat
Patroli-Jarak® Dekat; ‘Kapal Patroli: Cépat,
‘Pos: Pengamat darz Kantor Pusat {Head—-
quan‘ef) TS civay SRR

B Sebelum operas: pengawasan "dan Denﬂa-:
wasan’ peralran ‘dapat dirumuskan ‘terlebih
dahuli’ perlu ditinjau kembali keiemahan—
kel mahannya yang transparan yang ‘telah
dilakukan oleh" mstansmnstansx ‘terkait.
Kelemahan-kelemahan' transparan ini cIapat'
dudentiflkam sebagan berikut

l. -.Aspek kese_]ahteraan dan keamanan be-~
colum -ditata .secara tegas. bahwa. pena-
nganannya adalah-terpisah.. .

2. Setiap permasalahan di perairan yang
‘pada’ dasarnya menyangkut ixeglatan pe-
'_"::negakan hukum, dalam prakteknya di-
‘laksanakan oleh beberapa mstanSJ secara
; sendm sendm :

3. ..BAKOR}xAMLA yang. berfungSk sebagaz

- ~badan koordinasi kurang efektif, karena
-masih - terjadi  kegiatan .yang saling

. tampang:tindih. ST

4. Peraturan perundang-undangan untuk
menciptakan satu sistem yang terpadu
dan kompak belum ada.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
fransparan terscbut, pertama-tama yang
harus. diselesaikan adalah wadah organisasi.
Jelas - bahwa BAKORKAMLA  sebagai
wadah .vang hanya berfungsi koordinasi,
tidak..memberikan jawaban nyata dalam
meqanggul_aﬂgi kegiatan yang saling

ANALISIS CSIS, 1997:4

yaitu penegakan-hukum:di perairan (faut).
Badan ini‘hanya menangani semna masalah
vang menyangkut aspek kesejahteraan, se-
dangkan aspek Keamanan tetap dﬂaksanan_
kamw oieh TNI—AL SEEES

Enstans1~;nstansx seperti Bea dan Cukal-
atau Imigrasi:melakukan ‘tugas .dan _wey._ .
wenangnya. seperti-yang telah..ditetapkan,
namun wilayah kekuasaannya hanya -samp@é@i_
di perbatasan darat -saja. Sedangkan yang.
wewenangnya memang i perairan adalah.
tetap seperti -sediakala, hanya saia harus
ditegaskan secara hukum bahwa instansi-
instansi tersebut tidak memiliki wewenang
menangani kasus penegakan hukum. Seba-
liknya, badan tunggal yang bertugas dan
wewenang ;menangani.-. kasus - penegakan
hukum di.perairan (laut), wilayah kekua-
saannya di perairan. juga harus ditegaskan
secara hukum, 'agar. tidak terjadi hal-hal
yzmg saling tumpah-tindih.- G

Mlsalkan nama badan tunggal tersebui
Badan Penegak Hukum dr Perairan. In—
donesm (BPHPI), maka. dafam meiaksana-
kan tugasnya .ﬁgcara___fungs:or_gai BPHPI sa-
ling bekerjas‘ama 'bahu -membahu sejajar
dengan TNI-AL, Dari aspek kese;ahreraan
BPHPI bertugas melakukan .pengawasan
dan pengamanan perairan demi penegakan
Aukum di laut (perairan), Di sisi lain, TNI-
AL juga melakukan ‘tugas pengawasan dan_
pengamanan perairan demi penegakan
kedaulatan negara kesatuan Repub/i/\ Ir-
donesia dari bentuk ancaman jenis apa pun.
Di sini“harus jelas pembedaan antara pene—
gakan- hukum’ dilaut (perairan) dari aspe]\
kesejahteraan dan penegakan kedaulatan
negara ‘Kesatuan Repubiik Indonesia di laul
(pe:suran) clarl aspek keamanan :

Dukungan vang paling eieknf adaiah'

1 ln nn—nr PO

trmpang=dindih,. o dadi.wadab. vang
seharusnya..dibentuk adalah  satu bentuk
badan tunggal yang tugas dan wewenangnya
melakukan operasi pengawasan dan peng-
amanan di perairan, dengan satu tujuan

Taals 1
3 FerpEbap sl EReRT TRTE uuu..uu.,uu

Yang
dsberiaku!\an untuk pembentukan BPHPE
menegaskan agar dalam kegiatan opera-
sional tidak. terjadi lagi kegiztan yang saling
tumpang-tindih. Dalam melaksanakan tugas
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dan wewenangnya di’ peralran (laut), yang Setelah BPHPI melakukan, semug Kevlatan

BPHPI

Kehakiman

i Departemen, - -

vang dibebankan ini, sudah selesaﬂah tufras_ '
dan WeWenangnya walaupun ternyata harus'_'
dxlakukan proses pengadllan Barnlah kemu— B
: dlan proses pengadﬂan dxlakukan di darat -
dengan menyerahkan kasusnya kepada o
Departemen Kehaklman Tugas dan’ wewen'
nang BPHPI secara “fungsional dapat di-'
gambarkan menurut Diagram I berikut

As':pelc...ii(éamanan:' :

€ e e =S TNI-AL

Diagramg i) . KONSEP OPERASIONAL BPHPI
Kantor Pusat
-{Headquarler)
A
¥
KP.ON NG d | | e
\\ T
~ {
~ N '
~ r
LN . |
~
i : -~ t
S . |
Keterangan:. . S -
K.P.C. = Kapal Patroli Cepat " uearan
P.P.I:D. & Pesawat Pauroli Jarak Dekat :
PR = Pos Pengamai -
..... s TreteksitPengawasan)
s = Koordinasi
e wm o Melapor
sl = Prerintah
e = Penindakan o
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Senara operamonal mgas cian wewenang
BPHPI adaiah -

1. '_.Pesawat Patroli. Jarak Dekat, Kapal
.-Patroli. Cepat maupun Pos Pengamaz
_f-"__m'eiakukan pengawasan rutin - untuk
___f..._,mendetekm sasaran, di perarran (laut).
. Selama melakukan pengawasan, _mereka
men;alm koorcimam satu sama lain dan
juga terhadap Kantor Pusat (Head-
quarters.

2. Apabila ditemukan sasaran, segera di-

- lakukan identifikasi (oleh Pesawat Udara
maupun Kapal Patroli Cepat) agar peng-
amatan dapat mengenali siapa sasaran
sebenarnya.

- 3. Dilakukan pelaporan ke Kantor Pusat,
bahwa ditemukan suatu sasaran yang
mencurigakan dalam posisi tertentu.

4. Kantor Pusat memberikan perintah ke-
pada Kapal Patroli Cepat yang sedang
berada di sekitar posisi tersebut untuk
melakukan penindakan.

Demikianlah garis besar operasi yang dila-
kukan oleh BPHPI, vang demi lebih jelas-
nya dapat dilihat dalam Diagram 2.

Piranti Keras

Yang dimaksud dengan piranti keras di
sini adalah wunsur-unsur operasional:
Pesawat Patroli Jarak Dekat, Kapal Patroh
Cepat, Pos Pengamat maupun Kantor
Pusat.

Posawal Patroli Jarak Dekat

ANALISIS CSIS, 1991.4

peralatan ‘navigasi untuk. terbang dalam
segala cuaca terbatas, radar berkemampl_én
luas, maupun. peralatan  perckaman hasil
pengamatan sehingga dapat diperoleh dan
dikirim data-data yang cepat akurat
Pesawat ini juga harus dilengkapi peralatan
komunikasi yang dapat digunakan untuk
melakukan koordinasi dengan unsur-unsur
vang lain, dan bila diperlukan. operasi
malam hari (cuaca gelap) harus diiengka;ﬁi
dengan peralatan infra-merah.

Kapal Patroli Cepat

Sesual namanya kapal ini harus dapat
mengejar sasaran dengan kecepatan tinggi,
dilengkapl peralatan navigasi yang canggih
dan radar dengan infra-merah yang diguna-
kan untuk patroli pengawasan baik siang
maupun malam hari. Kapal dilengkapi
peralatan komunikasi yang dapat digunakan
untuk koordinasi dengan unsur-unsur yang
lain, dan juga dilengkapi peralatan yang
mampu mengirimkan informasi yang di-
peroleh kepada Kantor Pusat secara cepat
akurat. Karena menghadapi kemungkinan
ancaman, kapal harus dilengkapi dengan
peralatan bela diri, mampu memeriksa dan
menindak.

Pos Pengamat

Pos pengamat adalah pos-pos vang di-
lengkapi dengan personel yang ditempatkan
di pantai-pantai yang dianggap strategis un-
tuk melakukan pengawasan/pengamatan,
dilengkapi radar dengan peralatan infra-
merah. Pos Pengamat juga harus dilengkapi
peralatan komunikasi -agar dapat berko-

Pesawat Patroli Jarak Dekat berupa
pesawat terbang yang digunakan untuk
patroli pengawasan/pengamatan dari udara,
dapat terbang rendah dan dilengkapi dengan

ordinasi dengan unsur-unsur yang lain, dan
harus dilengkapi peralatan yvang mampu
mengirimkan data atau informasi penting
kepada Kantor Pusat.
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Kantor Pusal

Kantor Pusat berkedudukan di darat
merup'akan manajemen tunggal, yang ber-
_ bagai‘komando dan pengendalian.
Kantor Pusat ini harus di}engi{apl peralatan-

peraiatan untuk mendukung komando, ken-
dali, komunikasi maupun pemrosesan inf for-

. masi yang serba komputer.; Peralatan serbay +: 3
E -'komputer ini dimaksudkan agar keputusan -

vang diambil dapat dilaksanakan secara
cepat dan akurat.

Kesimpulan dan Saran

1. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan
ini menyangkut tugas pengawasan dan
pengamanan perairan (laut) Indonesia,

“Uyang mel:putl dua aspek penting, yaitu

" “aspek keamanan dan kesejahieraan. Ke-

‘giatan yang dilakukan oleh instansi ter-

3510

kait selama ini saling tumpang-tindih. .

. Hasil analisis adalah: () Sistem penga- -

wasan dan pengamanan perairan yang

. terpadu; (b) Pembagian tugas yang jelas
" ‘antara TNI-AL sebagai’penegak kedau-
: latan negara Republik Indonesia dan.
BPI—IPi sebaga1 penegak hukum. o

3. Uniuk. -menjalin: kekompakan daia'm.-'
‘menjalankan ‘tugas dan wewenang ma~-"_'
sing-masing, instansi yang terkait harus: - -

diatur melalai peraturan perundang-
undangan yang tegas.

. Instansi terkait yang telah diatur dalam

undang-undang vang diberlakukan, ha-
rus menaati sepenuhnya pelaksanaan
operasional maupun secara fungsional.

. Hasit analisis ini merupakan usulan un-
~tuk bahan pertimbangan -bagi pemerm— _

tah, agar kegiatan yang saling tum ang
tindih clapat dieliminasi. 3






